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ABSTRAK

MPR dan DPR adalah lembaga negara yang memegang kedaulatan rakyat
vang tugas dan wewenangnya antara lain mengubah dan menetapkan UUD,
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden serta membentuk undang-
undang dan pengawasan. Sedangkan lembaga negara yang memegang kedaulatan
umat dalam figh siyasah adalah ahl al-hall wa al-‘aqd, vang memiliki tugas dan
wewenang antara lain memulih khalifah atau kepala negara, mem-bai'ah,
memberhentikan, menetapkan Undang-Undang Dasar, membuat undang-undang
dan pengawasan.

Asumsi dasar yang mendorong penelitian yang berjudul LEMBAGA
NEGARA DALAM PERSPEKTIF FQH SIYASAH STUDI TERHADAP
TUGAS DAN WEWENANG MPR DAN DPR DALAM UUD 1945 PASCA
AMANDEMEN, adalah secara sepintas tugas dan wewenang MPR dan DPR
menurut sistem UUD 1945 Pasca Amandemen di negara Indonesia sangat mirip
dengan tugas dan wewenangl o/l al-hall wa al- ‘agd dalam konsep figh sivasah di
dalam negara Islam. Sehingga problem akademis yang muncuk kepermukaan,
bagaimana pandangan figh siyasah terhadap tugas dan wewenang MPR dan DPR
dalam UUD 1945 Pasca Amandemen ?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti berusaha untuk
mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama figh sivasah yang menyoroti
masalah ini, seperti Al-Mawardi, Rasid Ridha, Muhammad Abduh, Abul A’la Al-
Maududi, Fazlur Rahman dan lain-lain. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh
peneliti, bahwa tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca
Amandemen dengan tugas dan wewenang akl al-hall wa al-‘agd dalam figh
styasah memang sangat mirtp tetapi tidak identik maupun sama persis.
Contohnya, di dalam mengubah dan  menetapkan UUD MPR harus
memperhatikan betul-betul aspirasi rakyat dan tidak boleh melanggar hal itu,
begitu pula dengan DPR, dalam membentuk undang-undang yang berada di
bawah UUD mereka harus memperhatikan aspirasi rakyat.

Berbeda dengan a/l al-hall wa al-agd, dalam menetapkan UUD mereka
harus berlandaskan pada Al-Qur’an dan As-Sunnah dan mereka tidak boleh
menyimpang dari keduanya, apabila Al-Qur’an dan As-Sunnah tidak mengatur,
bahkan tidak memberikan pedoman dasar sekali pun, a// al-hall wa al- ‘agd bebas
ber-ijtihad untuk menentukan UUD melalui musyawarah, dan di dalam
musyawarah ini mereka harus memperhatikan aspirasi dari umat (rakyat). Begitu
juga di dalam membuat undang-undang yang berada di bawah UUD harus
berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dan mereka tidak boleh
menyimpang dari keduanya dan jiwa syari 'ah (maqosid al-asyari’ah).
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara soal lembaga negara dalam perspektif figh siyasah studi terhadap
tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, berarti
membahas seberapa jauh ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen
mengatur tugas dan wewenang MPR dan DPR, dalam pandangan figh sivasah.’

Sebelum berbicara lebih lanjut tentang pokok masalah penelitian ini, dan
untuk memperoleh gambaran umum maka sebaiknya dipaparkan secara global
mengenal tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.

Di Negara Republik Indonesia, lembaga negara vang bertugas melaksanakan
sepenuhnya kedaulatan rakyat dan bertindak sebagai wakil-wakil rakyat adalah MPR
dan DPR. Untuk melaksanakan fungsinya, menurut sistem UUD 1945 Pasca
Amandemen lembaga ini mempunyai tugas dan wewenang vang diatur secara jelas
dan tegas oleh UUD 1945 serta diikuti oleh peraturan perundang-undangan vang
berkaitan dengan itu.

Tugas dan wewenang MPR dan DPR di dalam UUD 1945 Pasca Amandemen

secara terperinci sebagai berikut;

" Budiman B. Sagalah, Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1982}, him. 13.




Tugas atau kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat yaitu; Melaksanakan
peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah, mengamalkan Pancasila dan UUD
1945 serta perundang-undangan, menjaga keutuhan negara, mendahujukan
kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.” Melantik
Presiden dan/atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden
dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.’

Sedangkan yang menjadi wewenang atau hak Majelis Permusyawaratan
Rakyat yaitu; Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menerima dan
menilai usulan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden yang di nilai telah melakukan pelanggaran, dan memberhentikan
Presiden, apabila isi pertanggung jawabannya tidak diterima.*

Kekuasaan yang ada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti tersebut

di atas, selain dapat dibedakan menjadi tugas dan wewenang, juga dapat dibedakan
menjadi kekuasaan yang bersifat mengatur dan kekuasaan yang bersifat tidak

mengatur, seperti kekuasaan-kekuasaan yang ada pada tiap-tiap lembaga lainnya.’

: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD
dan DPRD, Pasal (13).

> Pasal 3 ayat (2 dan 3) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen ketiga).

“'S Toto Pandoyo, Seri Penerbitan Hukum Tata Negara Ulasan T erhadap Beberapa
Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Proklamasi dan Kekuasaan MPR, Edisi ke-4, (Yogyakarta:
Liberty, 1992), him. 243.

3 Ihid,
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Kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersifat mengatur adalah:®
. Menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Mengubah Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bersifat tidak mengatur
adalah;’ Melantik Presiden dan/atau  Wakil Presiden, sebelum memangku
jabatannya.® Menerima dan menilai isi pertanggung jawaban Presiden pada masa
akhir jabatannya (penjelasan UUD 1945), menerima usulan DPR  untuk
memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang di nilai telah melakukan
pelanggaran, memberhentikan Presiden apabila isi pertanggung jawabannya tidak
diterima.

Sebagaimana dijelaskan di muka MPR mempunyai wewenang mengubah dan
menetapkan Undang-Undang Dasar, menerima dan menilai usulan Dewan Perwakilan
Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden vang di nilai telah
melakukan pelanggaran. Sedangkan lembaga legislatif (DPR) adalah lembaga yang
memegang kekuasaan membuat peraturan perundang-undangan™ tetapi sudah barang

tentu berbeda bentuknya pada masing-masing negara.

® Ibid.
7 Ibid,
¥ Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen ketiga).

? Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen pertama).




D1 Indonesia disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tingkat pusat,
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
tingkat daerah provensi dan daerah tingkat II.

Secara garis besar, DPR mempunyai tiga tugas dan kewenangan pokok.
Pertama, kewenangan legislatif membentuk undang-undang dan menetapkan APBN
bersama Presiden. Kedua, kewenangan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-
undang, APBN dan semua kebijakan pemerintah. Kefiga, kewenangan memberi atau
menolak ratifikasi pernyataan perang dan damai serta perjanjian dengan negara lain. "’

Untuk menjamin pelaksanaan tugas-tugasnya, DPR diberi berbagai hak dan
kewajiban oleh UUD 1945,

Hak-hak DPR tersebut antara lain sebagai berikut: Pertama, Hak interpelasi,
hak angket dan hak menyatakan pendapat.’’ Kedua, Hak mengajukan pertanyaan,
menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Ketiga, Hak untuk
melakukan pengawasan.”’ Keempat, Hak untuk mengajukan rancangan undang-
undang. . Kelima, Hak untuk menerima atau menolak peraturan pemerintah yang

dikeluarkan oleh Presiden. >

" Yusril Thza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia Kompilasi Aktual Masalap

Konstitusi Dewan Perwakilan daw Sistem Kepartaian, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996}, him. 133,
" Pasal 20A ayat (Z) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen kedua).
"2 Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen kedua).
" Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen kedua).
" Pasal 21 ayat (1) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen pertama).

"° pasal 22 ayat (2 dan 3} UUD 1945 Pasca Amandemen (tetap).



Sedangkan kewajiban DPR adalah: Bersidang sedikitnya sekali dalam
setahun.'® Mempertahankan, mengamalkan dan memelihara Pancasila serta Undang-
Undang Dasar 1945, bersama-sama dengan eksekutif menyusun anggaran pendapatan
dan belanja negara, dan memperhatikan sepenuhnya aspirasi masyarakat serta
memajukan tingkat kehidupan rakyat.!’

Dalam melaksanakan tugasnya, DPR mempunyai alat kelengkapan kerja,
yaitu: Pimpinan atau ketua DPR, fraksi-fraksi, komisi-komisi, badan musyawarah,
badan urusan rumah tangga, badan kerjasama antara parlemen, panitia-panitia
khusus.'®

Dari uraian global di atas, maka penelitian ini diajukan sebagai judul skripsi,
karena terdapat problem seputar tugas dan wewenang MPR dan DPR vang termuat
dalam UUD 1945 Pasca Amandemen. Kalau diperhatikan secara seksama
kelihatannya ada kemiripan dengan tugas dan wewenang lembaga negara menurut
konsep figh siyasah yang populer di kalangan wlama Jigh dengan istilah a/l al-hall
wa al-‘aqd. Yang menjadi problem akademis dalam penelitian ini adalah apakah

tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen itu telah

" Pasal 19 ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen (amandemen kedua).

" Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994},
him. 60.

¥ bid



sesuai dengan prinsip-prinsip figh siyasah atau tidak, dan bagaimana pandangan figh

styasah mengenai hal itu ?

B. Pokok Masalah
Untuk lebih memfokuskan dan membatasi kajian, berikut ini akan dipaparkan
pokok masalah vang akan dibahas. Dari penjelasan latarbelakang masalah di atas,
maka dapat ditarik pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, adalah:
Bagaimana pandangan figh siyasah terhadap tugas dan wewenang MPR dan

DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen 9

C. Tujuan dan Kegunaan
I. Tujuan
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pandangan figh siyasah mengenai
tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.
2. Kegunaan
a. Dapat memberikan kontribusi untuk mengetahui lebih jelas tentang tugas dan
wewenang badan legislatif, khususnya tugas dan wewenang MPR dan DPR
dalam UUD 1945 Pasca Amandemen dan figh sivasah.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang
lebih luas terhadap fungsi badan legislatif, khususnya MPR dan DPR yang
merupakan wakil-wakil rakyat, yang nantinya akan menyampaikan aspirasi

rakyat.




D. Telaah Pustaka

Sebagai lembaga permusyawaratan dan perwakilan yang nantinya membawa
dan menyampaikan aspirasi rakyat, MPR dan DPR banyak dikaji oleh para pakar
politik dan tata negara. Hampir dari berbagai aspek, mulai dari Syarat-syarat
pencalonan, pemilihan, tugas dan wewenang serta pembagian kekuasaan. Tugas dan
wewenang lembaga ini sangat banyak menyita perhatian dari berbagai pihak.

Namun dalam pengamatan penulis, belum ditemukan suatu karya atau
penelitian yang membahas tugas dan wewenang MPR dan DPR ditinjau dari figh
siydsah dengan bercermin pada tugas dan wewenang lembaga kedaulatan dan
perwakilan yang digambarkan oleh fiqh siyasah dalam konsepnya mengenai ahl al-
hall wa al-‘aqd yang juga merupakan lembaga pelaksana kedaulatan dan perwakilan
umat dalam sistem tata negara Islam.

Untuk memperoleh kejelasan dan sekaligus membuktikan statemen di atas,
berikut ini akan diketengahkan beberapa judul skripsi dan buku vang berkaitan
dengan tugas dan wewenang MPR dan DPR di Indonesia.

Di antara skripsi yang dapat dikutip di sini adalah tulisa Moh Humaidi yang
berjudul, Signifikasi dan Validitas Lembaga Legislatif Sebagai Alar Pembentikan
ljma’ Studi Atas Pemikiran Muhammah Igbal dan Fazlur Rahman. Skripsi ini
membahas masalah perbandingan pemikiran Muhammad Igbal dan Fazlur Rahman
mengenai masalah jjma’ yang dimanifestasikan pada lembaga legislatif. Muhammad

Igbal misalnya, ia mengatakan jjma’ merupakan gagasan legal terpenting di dalam



Islam.” Bagi Igbal ijma’ merupakan pelaksanaan jjtihad kolektif di dalam lembaga
legislatif. Ia tidak memberikan kualifikasi apapun untuk dapat melakukan ijzihad
kecuali harus memiliki wawasan yang luas dan tajam di dalam bidang hukum.?

Konsep Fazlur Rahman tentang ijma’ tidak berbeda jauh dengan Muhammad
Igbal. Fazlur Rahman tidak setuju dengan pandangan ulama klasik yang melihat
jjma’ sebagal suatu yang statis. Menurutnya, jmea’ adalah suatu proses organis dan
sebagai sebuah organisme, ia berfungsi dan sekaligus tumbuh dan menempati
fungsionalitas yang tinggi. Proses pembentukan yma' mulai dari intraksi masyarakat
yang mengkristal menjadi opini publik. Opini publik tersebut ditindak lanjuti dengan
penetapan undang-undang (fagnin) yang dilakukan oleh pemerintah,l dalam hal ini
adalah lembaga legislatif yang terdiri dari wakil-wakil rakyat.”’

Pengaitan ijma’ dengan tagnin melalui lembaga legislatif merupakan upaya
menghubungkan dua proses pembentukan hukum Islam yang selama ini terabaikan
dalam mayoritas literatur ushul figh yaitu iffa dan tagnin. Di dalam fagnin (penetapan
undang-undang) wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga legislatif memiliki
kesempatan merumuskan hukum Islam yang telah berkembang dalam opini publik
menjadi hukum yang memiliki kekuatan vuridis formal, Selanjutnya Rahman

mengatakan, undang undang yang mengandung hukum Islam hasil rumusan wakil-

" Moh Khumaidi, “Signifikasi dan Validitas Lembaga Legislatif Sebagai Alat Pembentul:
fima Studi Atas pemikiran Muhammad Igbal dan Fazha Rahman,” Skripsi 81 Perbandingan Mazhah
dan Hukum Fzkultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002). hlm. 40

* Ibid.

2 Ibid him. 49




wakil rakyat yang duduk dilembaga legislatif merupakan hukum Islam yang paling
sempurna.

Lalu Fahmi Zaunul Arifin, Funfsi Akl al- ‘Agqd Wa Al-Hall Menurut Al-
Mawardi dan Rasyid Rida. Skripsi ini membahas masalah perbandingan pemikiran
Al-Mawardi dengan Rasyid Rida tentang fungsi Akl Al-Hall Wa Al-‘Aqd, yang
bermula dari penafsiran mereka terhadap Quran surat An-Nisa ayat 59 pada kalimat
wa ulil amri mingkum.

Subaidi, 4hlul Halli Wal Aqdi dalam Pemikiran Muhammad Rasyid Rida.
Skripsi ini membahas seputar pemikiran Rasyid Rida tentang AAl Al-Hall Wa Al-
‘Aqd, jadi disina adalah studi terhadap pemikiran seorang tokoh terhadap sebuah
masalah.

Skripsi-skripsi yang telah disampaikan di atas membicarakan masalah
perbandingan pemikiran tokoh muslim terhadap suatu masalah dan pandangan
mereka terhadap masalah tersebut. Berbeda dengan penelitian ini yang difokuskan
mengkaji tugas dan wewenang MPR dan DPR dalan UUD 1945 pasca amamndemen
dengan menggunakan sudut pandang Jigh sivasah.

Kemudian di antara buku yang dapat dikutup di sini adalah karya Bagir
Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru. Buku ini menelaah secara
kritis mengenai tugas dan wewenang MPR dan DPR yang termuat dalam UUD 1945
baik pra amandemen maupun pasca amandemen, diantaranya, pasal 3 ayat (1):

Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-
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Undang Dasar (Amandemen ke 3 Tahun 2000). Pasal 3 asli sebelum amandemen
berbunyi: Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan UUD dan GBHN.%

Mengubah UUD tidak diatur dalam Paal 3 tetapi pada Pasal 37. Dalam
ketentuan baru dibedakan antara wewenang Pasal 3 ayat (1) dan mekanisme Pasal 37.
Sebenarnya pada Pasal 37 lama dan baru secara tersirat terkandung wewenang yang
dimaksud Pasal 3 ayat (1). Selain itu, Pasal 3 ayat (1) tidak lagi mencantumkan
wewenang MPR menetapkan GBHN. Hal ini sejalan dengan perubahan sistem
hubungan MPR dengan Presiden. Presiden menurut ketentuan baru dipilih langsung
oleh rakyat, yang berinflikasi tidak adanya pertanggung jawaban Presiden kepada
MPR 2

Serupa dengan aslinya, Pasal 3 ayat (1) mencantumkan wewenang MPR
menetapkan UUD. Apakah ketentuan ini semata-mata memindah ketentuan lama atau
dengan motif yang berbeda. Kalau sekedar memindahkan ketentuan lama, maka ada
persoalan konstitusional yang mendasar. Ketentuan lama (Pasal 3) vang memberi
wewenang kepada MPR menetapkan UUD, bertolak dari sifat sementara UUD 1945,
sehingga MPR perlu menetapkan suatu UUD yang bersifat tetap. Dengan tetap
mencantumkan wewenang menetapkan UUD, MPR sadar atau tidak mengakui UUD
1945 masih bersifat sementara. Hal ini tentu ganjil. Pertama; tidak sesuai dengan

pandangan MPR bahwa UUD 1945 sudah bersifat tetap. Kedua; MPR telah

2 Bagir Manan, DPR DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Cet. 1, (Yogyakarta: FH UL
Press, 2003), him. 79.

3 Ibid., him. 80.




melakukan begitu banyak perubahan terhadap UUD 1945. Tidak masuk akal kalau
perubahan ity bersifat tetap dari suatu UUD yang bersifat sementara.**

Dahlan Thaib, DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, buku ini
menjelaskan bahwa secara tegas UUD 1945 menyatakan bahwa kedudukan Dewan
Perwakilan Rakyat adalah kuat Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh presiden,
Semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR, oleh karena itu DPR dapat
senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan Jika Dewan menganggap
bahwa Presiden sungguh telah melanggar Halyan Negara yang telah ditetapkan oleh
UUD atau oleh MPR, maka Majlis ity dapat diundang untuk melakukan sidang
istimewa agarmeminta pertanggung jawaban Presiden %

Dalam tata tertib DPR disebutkan, bahwa DPR mempunyai tugas dan wewenang
untuk  melakukan pengawasan terhadap Presiden mencakup beberapa bidang:
Pelaksanaan Undang-Undang, Pelaksanaan APBN serta pengelolaan keuangan negara
dan kebijaksanaan pemerintah sesuai jiwa UUD 1945 dan Tap-Tap MPR *

Tim Peneliti, Semua Harus Terwakili Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR
dan Lembaga Keresidenan dj [ndonesia. Buku ini menerangkan bahwa, lembaga
perwakilan dalam sebuah negara demokrasi, berfungsi membentukan undang-undang.
Melalui mandat yang didapatkan dari rakyat pemilihnya, para anggota lembaga

-
% Ibid

¥ Dahlan Thaib, DPR dalam Sistem Retatanegaraan Indonesia, Edisi kedua, Cet. 1,
{Yogyakarta: Liberty, 2000), him. 33.

% Ibid., him. 54.
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perwakilan diserahi tanggung jawab untuk merumuskan pengaturan di wilayah-
wilayah publik. Mereka mendengarkan suara rakyat tentang bagaimana seharusnya
kepentingan publik diatur dan memperjuangkannya untuk bisa mengikat sebagai
hukum positif yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap elemen kenegaraan,
termasuk di dalamnya rakyat dan pemerintah. Dengan kedudukanya itu lembaga
perwakilan juga berfungsi mengontrol proses penyelenggaraan negara dan
pemerintah, serta mengawasi setiap proses pengisian jabatan publik.*’

Dalam proses pembentukan undang-undang, harus di awali dengan asumsi
bahwa tahapan pembentukan undang-undang bukan merupakan proses yang terpisah
dari penerapan dan penegakannya, antara lembaga perwakilan dan pemerintah harus
terdapat tendensi yang kuat untuk saling melengkapi. Lembaga Perwakilan
bertanggung jawab untuk menjamin muatan suatu undang-undang tetap mengacu
pada konstitusi dan mampu menampung aspirasi serta kepentingan rakyat yang
diwakili, sedangkan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa suatu
undang-undang dapat dilaksanakan dan ditegakkan secara efektif dan pelaksanaannya
mendatangkan manfaat yang besar bagi rakyat.*®

Buku-buku yang telah disampaikan di atas hanya membicarakan masalah MPR
dan DPR, tidak membahas soal kedaulatan dan perwakilan dalam pandangan figh

siyasah. Berdasarkan telaah skripsi-skripsi dan buku-buku tersebut di atas dapat

7 Tim Peneliti, Semua Harus Terwakili Studi Mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga
Kepresidenan di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2000), him. 66.



disimpulkan bahwa penelitian tentang tugas dan wewenang MPR dan DPR dalam

UUD 1945 pasca amandemen dengan menggunakan pisau analisis Jigh siyasah belum

dilakukan.

E. Kerangka Teoritik

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam lebih utama dari sistem demokrasi, tetapi
bukan merupakan hasil adopsi dari negara-negara Barat yang demokratis.
Pemerintahan Islam mirip dengan sistem demokrasi dalam hal pemilihan pemimpin
vang dilakukan oleh seluruh umat, tidak ada paksaan untuk mengangkat seseorang
sebagai pemimpin, apa pun alasannya. Kesamaan yang lainnya, pemerintah harus
bertanggung jawab di hadapan dewan legislatif dari ah/ al-syiira atau ahl al-hall wa
al-‘agd*

Menurut Al-Mawardi, untuk pemilihan atau seleksi khalifuh atau kepala
negara diperlukan dua hal. Pertama, 4hi al-ikhiiyar atau mereka yeng berwenang
memilih imdm bagi umat. Dan mereka ini harus memenuhi tiga syarat, yaitu : (1)
Bersikap adil, (2) Memiliki ilmu pengetahuan yang memungkinkan mereka
mengetahui siapa yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi /mam dan
(3) Memiliki wawasan yang luas dan kearifan yang memungkinkan mereka memilih

siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan paling mampu mengelola

2 Ibid., bim. 67.

¥ Yasuf Al-Qardaw§, Figih Daulah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah, Alih Bahasa
Kathur Suhardi, Cet. VI, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), him. 51-54.
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kepentingan umat di antara mereka yang memenuhi syarat untuk jabatan itu. Kedua,
Ahl al-imamah atau mereka yang berhak mengisi jabatan imdam (golongan yang
berhak dipili).*

Selanjutnya terdapat dua cara pengangkatan imdm. Pertama, dengan cara
pemilihan oleh ah/ al-hall wa al- aqd atau ahl al-ikhtiyar. Kedua, penunjukan atau
wasiat dari imam sebelumnya.’’

ARl al-hall wa al-‘aqd atau ahl al-tkhtiyar mempunyai wewenang untuk
menurunkan atau mencopot pemerintah dari Jjabatannya jika dirasa telah menyimpang
dari keadilan, berbuat semena-mena, kehilangan panca indra atau organ-organ
tubuhnya yang lain dan kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh
orang-orang dekatnya atau tertawan.>?

Menurut Muhammad Abduh akl al-hail wa al- ‘aqd sama dengan ulil amri

dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59 yang menyatakan:

la menafsitkan w/il amri atau ahl al-hall wa al- ‘agd kumpulan orang dari berbagai

profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan yang dimaksud

0 Al-Mawardi, Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam,
Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattan dan Kamaludin Nurdin, Cet. I, (Jakarta: Gema Insani Press,
2000}, him. 17.

1 1bid . him. 19.

** Munawir Sjadzali, /slam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran, Edisi Kelima,
(Jakarta: UI press, 1993), him. 65.
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ulil amri adalah, ahl al-hall wa al- ‘aqd dari kalangan orang-orang muslimin. Mereka
itu adalah para amir, hakim, ulama, pemimpin militer den semua penguasa dan
pemimpin yang dijadikan sebagai ryjukan umat dalam masalah kebutuhan dan
kemaslahatan publik. Rasyid Ridha, juga berpendapat sama seperti gurunya, /il amri
adalah ahl al-hall wa al-‘aqd. Ta mengatakan, kumpulan «/i/ amri dan mereka yang
disebut ahl al-hall wa al-‘agd adalah mereka yang mendapat kepercayaan dari umat
yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk
kemaslahatan publik seperti pedagang, tukang, petani, para pemimpin perusahaan,
para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan. Al-Razi dan Al-Maraghi,
memiliki rumusan yang sama seperti apa yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh
dan Rasyid Ridha, bahwa u/il amri dan ahl al-hall wa al- ‘agd adalah para pemimpin
dan penguasa.*

Adapun tugas ahl al-hall wa al-‘aqd disamping punya hak pilith, menurut
Ridha, dia juga mempunyai wewenang untuk menjatuhkan imam atau kepala negara
Jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya.

Fazlyr Rahman, menyatakan bahwa Islam memerintahkan agar persoalan-
persoalan kaum muslimin ditanggulangi melalui syird atau konsultasi timbal balik.

Seperti kita ketahui syiira adalah salah satu perintah Allah kepada kaum muslimin

¥ An-nisa (3. 59.

*T. Suyuthi Pulungan, Figh Sivasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, Cet. IV, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1999), him. 68.

* Ibid., him. 71.
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dalam menyelesaikan persoalan-persoalan umat yang terdapat dalam banyak ayat dan
hadis-hadi$ Nabi Saw. Nilai dan etika yang terdapat dalam syra ini dijadikan sebagai
dasar dalam penyelenggaraan negara oleh Fazlur Rahman. Selanjutnya dia
mengatakan bahwa kebebasan mengemukakan pendapat dan kritik yang konstruktif
yang ditujukan kepada pemerintah dianggap sebagai tugas keagamaan

Untuk menjamin jalannya syara sangat diperlukan suatu badan legislatif
(legislative assembly). Badan ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang
persentatif sebagai pembawa aspirasi rakyat dalam merumuskan undang-undang,
karena diantara tugas lembaga ini adalah membuat undang-undang, lembaga ini
sekaligus sebagai parner kepala negara. Majlis syira direkrut dari semua kelompok
masyarakat yang ada dan memiliki kemampuan untuk memikirkan masalah-masalah
mereka sendiri.’’

Abul A’la Al-Maududi mengatakan, lembaga legislatif merupakan suatu
lembaga yang menurut terminology ulama figh disebut sebagai “lembaga penengah
dan pemberi fatwa” (ahl al-hall wa al- aqd). Lembaga legislatif berfungsi untuk
membuat peraturan perundang-undangan dalam hal tidak diatur dan dijelaskan
dengan tegas oleh Al-Qur’an, As-Sunnah dan konvensi Al-Khulafa Al-Rasyidin.
Apabila peraturan perundang-undangan itu telah dijelaskan oleh Al-Qur’an dan As-

Sunnah serta konvensi Al-Khulafa Al-Rasyidan, maka lembaga legislatiflah yang

* M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Falur Rabman, (Yogyakarta: Ul
Press, 2000), him. 124-127.

7 Ibid., him. 128-130.
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memiliki kewajiban dan berwenang untuk mengundangkannya dalam bentuk pasal-
pasal dan menciptakan peraturan perundang-undangan untuk mengundangkannya.*®

Selain itu, lembaga legislatif bertugas untuk memberi nasehat kepada kepala
negara mengenai masalah-masalah hukum, pemerintahan dan kebijaksanaan negara.
Dalam semua masalah penting yang bersangkut paut dengan negara, Khalifah atau
kepala negara harus berkonsultasi dengan lembaga legislatif (akl al-hall wa al-
‘agd).’ 9I\/fe:ngeneui cara atau mekanisme pemilihan lembaga legislatif, Al-Maududi
menyerahkannya kepada kebutuhan zaman asalkan tidak bertentangan dengan
syri'ah.®

Sebelum menjelaskan kedudukan lembaga syiira dalam sebuah negara Islam,
ada baiknya dijelaskan sedikit pengertian lembaga syira ini. Kata syiira berasal dari
kata kerja syawdara-yusyawird yang artinya menjelaskan, menyatakan atau
mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata
syawara, lasyawdra, artinya berunding, saling bertukar pendapat dan syawir, yang
artinya meminta pendapat atau musyawarah, selain itu musyawarah juga dapat

diartikan sebagai suati forum tukar menukar pikiran, gagasan ataupun ide, termasuk

¥ Abul A'la Al-Maududi, Hukum dan Kowstitusi Sistem Politik Isiam, Alih Bahasa Asep
Hikmat, Cet. IV, (Bandung: Mizan, 1995), him. 245-247.

 Ibid., him. 24-.

0 Ibid., him. 263.
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saran-saran yang digjukan dalam memecahkan masalah sebelum sampai kepada
sebuah konklusi bagi keputusan-keputusan prinsip konstitusional.*!

Kedudukan lembaga syard dalam negara Islam sangat penting, karena dari
ajaran Islam sendiri terdapat perintah agar persoalan-persoalan kaum muslimin

ditanggulangi melalui syira, Allah SWT berfirman dalam surat 4/i Imran ayat 159:

Al g gel g Y ) e Usd i€ gl g agd il ) (e e Lad
bl e JS 5 Ca 3ol 5eV1 8 an s Ly agd i |5 agie cie U

2 S gty it

Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw, agar
memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota
masyarakatnya. Karena itu ayat ini juga merupakan petunjuk kepada setiap muslim
dan kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggotanya dijadikan
sebagai suatu keharusan dalam memutuskan sesuatu untuk kepentingan umat
termasuk dalam masalah-masalah politik yang sedang mereka hadapi.

Ayat lain yang dijadikan dasar untuk melakukan musyawarah dalam rangka

penyelenggaraan negara adalah yang terdapat dalam surat Asy- Syird ayat 38, vaity;

I M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara. | hlm. 124

2 Ali-Imran (3): 159.
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Laos pen (s su p sl Bslal 11 ge Wy syl g Lot | ol
O 88 ag ) ) “

Ayat ini menerangkan sifat-sifat kaum muslimin yang melandaskan
kehidupan mereka dengan musyawarah, dalam segala aspek kehidupan mereka
diputuskan berdasarkan musyawarah di antara mereka. Suatu hal yang menunjukkan
betapa pentingnya musyawarah, ayat ini menghubungkannya dengan kewajiban
shalat, sedekah dan menjauhi perbuatan-perbuatan keji

Dalam kedua ayat di atas Allah SWT memberikan kebebasan dan sekaligus
sebagai medan mengembangkan kreatifitas berpikir manusia untuk ber-;jikad dalam
hal yang tidak diterangkan dengan jelas oleh Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk
mengatur kehidupan mereka menuju yang lebih maslahah melalui media syara.*

Selain  Al-Qur'an, As-Sunnah Nabi pun banyak mencatat kegiatan
implementatif dari musyawarah. Ini merupakan petunjuk betapa besar perhatian Islam
terhadap musyawarah. Nabi Saw adalah orang yang tidak pernah meninggalkan
musyawarah, beliau adalah orang yang paling banyak bermusyawarah dengan para
sahabat. Dalam suatu kesempatan perang Badar a/-Kubra, Nabi Saw bermusyawarah
dengan kaum muslimin mengenai taktik perang, “beliau bersabda,” “berilah aku

pertimbangan wahai para sahabat” hal ini diucapkan lebih dari satukali, schingga

= Asy- Syird (42); 33.

* Muhadi Zaenuddin dan Abd Mustakim, Studi Kepemimpinan Islam Telaah Normatif dan
Historis, Cet. 1, (Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002), him. 40.
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seorang sahabat bernama Al-Hibab bin Al-Mundzir memberikan pertimbangan
kepada beliau, supaya mengubah strategi penempatan tentara di Badar, Beliau
melaksanakan usulan itu.

Beliau juga bermusyawarah dengan kaum muslimin mengenai para tawanan
perang Badar, apakah mereka dibunuh atau dibebaskan dengan membayar denda.
Musyawarah Rasulullah Saw dengan kaum muslimin terulang kembali dalam perang
Uhud, Khandaq dan Hudaibiyah. Terkadang beliau bermusyawarah dengan sebagian
kaum muslimin tentang urusan pribadi, beliau pernah bermusyawarah denga U$man
bin Harisah dan Ali bin Abu Thalib mengenai perceraian keluarga beliau, maka

keduanva memberikan pertimbangan dan nasehat *°

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian kepustakaan (library
research), yaitu: Suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan
informasi dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang tersedia di perpustakaan
vang ada relevansinya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian

ini, seperti buku, majalah, surat kabar, dan naskah-naskah lainnya.*’

* Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Hakekat Sistem Politik Islom, Alih Bahasa Hery Noer
Aly dan Agus Halimi, Cet. I, (Yogyakarta: PLP2M, 1987}, him. 101.

* Ibid., him. 102.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian yang akan dilakukan ini bersifat deskriptif, analitis dan interpretatif.
Deskriptif adalah penelitian ini akan berusaha mendeskripsikan dan mencatat semua
persoalan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu dengan menjabarkan
tugas dan wewenang MPR dan DPR secara jelas dan terperinci.®® Analitis adalah
penelitian ini akan berusaha menganalisis berbagai persoalan vang muncul
dipermukaan dengan cara menyelidiki tugas dan wewenang MPR dan DPR yang
termuat didalam UUD 1945 Pasca Amandemen.® Sedangkan interpretatif adalah
berusaha menyelami dan menafsirkan kondisi-kondisi yang ada.””
3. Tekhnik Pengumpulan Data
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah merupakan penelitian
kepustakaan (/ibrary research), maka dari itulah teknik yang dipergunakan adalah
pengumpulan data-data dan literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan
pokok vang menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, data-data dan literur
akan diklasifikasikan kedalam tiga bagian, yaitu: Data primer, data skunder dan data

tersier.

7 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset sosial, Cet. XVII, (Bandung: Mandar Maju,
1996} hlm. 33.

o Mardalis, Metode Penelition, Suatu Pendekatan Proposal, Cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara,
1999} him. 26.

49 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bakasa Indonesia, Edisi Ke-3, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2001), him. 43.
** Anton Baker dan Achmad Charris Zubair, Metode Penelitian Filsafat,  Cet. VI,
(Yogyakarta: Kanesius, 1998), him. 41-42.
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Pertama, data primer, adalah data yang merupakan sumber pokok dalam
penelitian ini atau dengan kata lain data yang mempunyai kaitan langsung dengan
masaleh yang diteliti. Dalam hal ini adalah UUD 1945 Pasca Amandemen dan buku-
buku yang secara spesifik membahas masalah tugas dan wewenang MPR dan DPR
serta lembaga kedaulatan dan perwakilan dalam Jigh styasah. Kedua, data skunder,
adalah data yang memberikan penjelasan atau membahas lebih lanjut mengenai
masalah-masalah yang diteliti pada data primer, dalam hal ini adalah berbagai buku,
majalah, surat kabar, artikel, makalah, dan dokumen-dokumen lainnya. Kemudian
ketiga, data tersier, adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer dan
data skunder, dalam hal ini adalah kamus dan ensiklopedia.’’

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dan dihimpun dengan cara seperti vang diuraikan di atas
kemudian diolah dengan cara data diseleksi dan diklasifikasikan secara sistematis dan
logis kemudian dianalisis secara mendalam., cara yang demikian diharapkan
mendapatkan gambaran yang spesifik dan komprehensif mengenai masalah yang
diteliti.

5. Pendekatan
Adapun pendekatan vang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan yuridis dan normatif. Untuk mengetahui dan kemudian mengkaji tugas

3 Bambang Waluyo, Penelitian Hikum dalam Praktek, Cet. 11, (Jakarta:Sinar Grafika, 1996},
him.50-51.
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dan wewenang MPR dan DPR digunakan pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis
adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian di mana masalah-
masalah yang akan dibahas berada dalam bingkai undang-undang atau hukum yang
ada.>” Normatif adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam sebuah penelitian di
mana masalah-masalah yang akan dibahas berada dalam lingkaran norma-norma dan
kaidah-kaidah agama.” Dalam menganalisis tugas dan wewenang MPR dan DPR
menurut pandangan figh siyasah digunakan pendekatan normatif, vang bersumber

dari Al-Qur’an, hadi$ dan pendapat ulama.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, setiap
bab terdiri dari beberapa sub bab, vaitu :

Adapun dalam Bab I berisi pendahuluan, yang merupakan acuan dalam
mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub
bab.

Selanjutnya pada Bab II ini akan dibahas mengenai Al Al-Hall Wa Al-‘Aqd
(Badan Perwakilan) dalam figh Siyasah. Ahi Al-Hall Wa Al- ‘Aqd ini dibahas pada bab

II untuk memberikan gambaran tentang A~ Al-Hall Wa Al-‘Aqd  tugas dan

*H. Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, Cet. V ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000),
him. 42-43

33 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar. , him. 787.



wewenangnya, yang kemudian sebagai acuan dalam menganalisis tugas dan
wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.

Dan pada Bab III, dibicarakan masalah MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca
Amandemen. Sebelum menganalisis tugas dan wewenang MPR dan DPR, maka pada
bab III ini akan dibicarakan masalah tugas dan wewenang MPR dan DPR. Untuk
mendapatkan gambaran yang lebih luas dan mendalam, bab III ini dibagi menjadi
lima sub bab yang nantinya dapat melengkapi pembahasan mengenai tugas dan
wewenang MPR dan DPR secara lebih konprehensip.

Berikutnya setelah mengetahui bagaimana tugas dan wewenang masing-masing
lembaga MPR, DPR dan Al Al-Hall Wa Al- ‘Agd. Maka Bab IV 1ini, adalah analisis
figh sivasah. Pada bab ini akan dianlisis tugas dan wewenang MPR dan DPR dengan
sudut pandang figh siyasah.

Bab V adalah bab penutup. Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini, maka
pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari isi skripsi dan disertai dengan saran-

sarar.




BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majlis Permusyawaratan Rakyat adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan
wewenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau
Wakil Presiden dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan menurut pandangan figh siyasah
tugas dan wewenang Majlis Permusyawaratan (Majlis Syird) atau yang popular di
kalangan ulama figh ahl al-hall wa al-‘aqd adalah memilih khalifah atau imam, mem-
bai'ah, dan memberhentikannya apabila ada hal-hal yang mengharuskan pencopotannya
dari jabatan kepala negara, kemudian menurut pandangan ulama siyasah ada dua hal yang
mengharuskan atau yang menyebabkan kepala negara itu harus turun dari jabatannya, vaitu
pertama, cacat dalam hal keadilan dan yang kedua, cacat anggota tubuhnya.

Dewan Perwakilan Rakyat juga berkedudukan sebagal lembaga negara, tugas dan
wewenangnya adalah membentuk undang-undang, fungsi anggaran dan sebagai pengawas
kepala negara dalam menjalankan pemerintahan. Menurut pandangan figh siyasah, ahl hall
wa al-‘aqd (Majlis Syara) selain memiliki tugas dan wewenang memilih khalifuh atau
imam, mem-bai 'ah, dan memberhentikan kepala negara juga memiliki tugas dan wewenang
membentuk undang-undang, mengawasi kepala negara dalam menjalankan pemerintahan
dan sebagai parener atau mitra kepala negara dalam mengambil kebijakan. A4 al-hall wa

ul-‘aqgd dalam membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur’an dan

143
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As-Sunnah serta jiwa syari 'ah Islam. Apa bila tidak ada aturannya di dalam Al-
Qur’an dan As-Sunnah Dewan Perwakilan tersebut bebas ber-ijfihdh dalam
menentukan undang-undang atau hukum asal tidak bertentangan dengan jiwa
syari'ah Islam (magasid asy-syari'ah). Berbeda dengan Dewan Perwakilan
Rakyat dalam UUD 1945 Pasca Amandemen, dalam membuat undang-undang,
mereka harus memperhatikan aspirasi rakyat secara komprehensif tanpa terikat

oleh Al-Qur’an maupun As-Sunnah.

B. Saran-saran

Sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam telah memberikan dasar-dasar
aturan vang jelas kepada umat manusia dalam menjalankan semua aspek
kehidupan. Termasuk bagaimana seorang manusia hidup berdampingan dengan
manusia lain dan bagi penguasa agar memperhatikan amanat vang diberikan oleh
rakyat serta menegakkan superemasi hukum, Allah SWT berfirman dalam surat

An-Nisa;

O oLl G ASaliy Lelal I cuaii e o S LAt
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Presiden selaku kepala pemerintahan harus menjalankan pemerintahan
dengan adil, bertanggung jawab dan amanah, di mana nasip bangsa int berada di

tangannya, rakyat akan mendukung segala program pemerintah vang berpihak dan

D An-Nisa (4) - 58-59
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menguntung rakyat secara menyeluruh bukan kepentingan individu, golongan
atau kelempok manapun. Jabatan yang diberikan rakyat kepada Presiden adalah
amanat, bukan kekuasaan yang menjadi ajang rebutan kursi empuk kepemimpinan
otoriter, penindasan dan spoloitasi dan juga bukan lahan subur untuk memperkaya
diri, kelompok mau pun partai politik.

Majlis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah
orang-orang yang dipercaya oleh rakyat sebagai waki-wakilnya yang akan
menyuarakan aspirasi mereka, oleh karena itu jangan tidur dan bersikap apriori
terhadap kepentingan rakyat. Ingat kalian dipilih oleh rakyat dalam pemilu bukan
untuk mengeruk uang negara dan membikin rakyat jadi sengsara. Masa depan
bangsa ini berada di pundakmu, dalam membentuk dan menetapkan undang-
undang perhatikan aspirasi dan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, karena
undang-undang adalah pedoman konstitusional dalam penyelenggaraan sebuah
negara. Negara yang kuat dan terhormat adalah negara yang memiliki undang-
undang yang kokoh, dengan undang-undang itu ditegakkan keadilan, dijamin
keamanan dan kesejahtraan rakyat.

Sebagat masukan Bagi kawan-kawan yang membaca skripsi ini bahwa
susunan dan kedudukan MPR dan DPR dalam perspektif figh siydsah belum
diangkat atau belum ada yang meneliti, penulis merasa cukup pantas dijadikan
sebagai materi dan obyek penelitian yang lebih lanjut. Misalnya, Lembaga Negara
dalam Perspektif Figh Siydsah Studi Terhadap Susunan dan Kedudukan MPR dan

DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.
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Sebagai masukan yang kedua adalah perbincangan yang cukup penomenal
vang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang sebelumnya belum
pernah dilakukan, batk dalam sistem UUD 1945 maupun UUDS dan konstitusi
RIS, yattu sistem perwakilan Bikameral atau Dewan Perwakilan Bikameeral
dimana Dewan Perwakilan dibagi menjadi dua kamar yaitu Dewan Perwakilan
Rakyat yang mewakili partai polittk dan Dewan Perwakilan Rakyat yang
mewakili daerah. Sehingga dengan adanya Dewan Perwakilan Bikameral ini MPR
yang sekarang ini bisa ditiadakan atau dihapuskan dan diganti dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Bikameral.

Dewan perwakilan Rakyat Bikameral di NKRI ini cukup penomenal,
karena kita baru merangkak menuju kesana mensejajarkan diri dengan negara-
negara maju seperti Amerika serikat dan lain-lain, sehingga cukup baik dijadikan
sebagai obyek penelitian, dan penulis rasa belum ada yang mengadakan penelitian
vang lebih mendalam mengenai masalah itu, apalagi dikaji dengan sudut pandang
figh siydsah. Oleh karena itu diharapkan pada mahasiswa Fakultas Syari’ah
mengkajinya lebih mendalam, penulis merasa Dewan Perwakilan Rakyat
Bikameral lebih dekat pada Islam, karena didalamnya duduk orang-orang dari

berbagai golongan dan profesi yang dipilih langsung oleh rakyat.
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| (mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan |

BAB 1

Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan
taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu.

Maka dengan rahmat Allah kamu berhati lemah
lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berhati
keras lagi berhatt kasar, tentulah mereka
menjauhkan dirt dart sekelilingmu. Karena itu
maatkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi
mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka |
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah |
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-
orang yang bertawakkal.

l

Dan (bagi) orang-orang yang menerima

shalat, sedang wurusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarah antara mereka dan mereka
menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan
kepada mereka.

BAB II

x
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Tinggalkan untukku dari antara kalian dua belas |

naqib (wakil) lalu Rasulullah saw. berkata kepada §

kedua belas wakil tersebut : kalian adalah kafil- |
kafil (penjamin) atas kaummu sebagaimana
orang-orang hawariyyin mengkafil Nabi Isa as. |

Mereka menjawab va (kami sanggup). |

{

Kecuali kalian melihat kekufuran nyata yang(

kalian ketahui dalilnya dari Allah. |

Dan (bagi) orang-orang yang menerima

{mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan

shalat, sedang wurusan mereka (diputuskan) |

dengan musyawarah antara mereka dan mereka |

i
j
%
|
|
1
|
|
|
}
|
|
1
!
i




10

11

12

39

46

46

47

47

48

45

46

47

48

49

menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan
kepada mereka.

Maka dengan rahmat Allah kamu berhati lemah
lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berhati
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi
mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-
orang yang bertawakkal.

- bermusyawarah  dengan  para  sahabatnya
dibandingkan Rasulullah Saw.

Wahai Rasulullah, kalau sesudah engkau kami
menghadapi suatu masalah yang tidak dijelaskan

{"tentangnya, kami harus bagaimana? “Beliau
' menjawab, kumpulkanlah ahli  ibadah dan
| umatku, lalu bermusyawarahlah di antara kalian.
%Dan jangan kalian memutuskan berdasarkan

} pendapat seseorang

Aku tidak pernah melihat orang yang palin banya

oleh Al-Quran dan juga tidak pernah
. didengarkan  dari  engkau sesuatu apapun |

[

i

, Rasulullah Saw bersabda, “tidak bermusyawarah

| suatu kaum kecuali mereka akan ditunjuki kepada |

| perkara mereka yang paling benar

I
1 Diriwayatkan dar1 Rasulullah Saw, beliau pernah

| ditanya tentang “tekad” dalam firman Allah, |

;kalau engkau telah membulatkan tekad, maka
| bertawakkallah kepada Allah, beliau menjawab,

! “Bermusyawarahlah  dengan  orang  yang |

berpandangan luss {ahli pendapat) lalu ikus
mereka

Nabi Saw bersabda, sesungguhnya Allah tidak
| mengunpulkan umatku di atas kesesatan, dan
| tangan Allah beserta jamaah, dan barang siapa
yang menyendiri maka dia akan menvendir: di
neraka
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i

. Dan  (bagi) orang-orang vyang meneruma |

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang
sesuaty, maka kembalikanlah ia kepada Allah 1
dan Rasul (4/-Quran dan As-Sunnah), jika benar- |
benar beriman kepada Allah dan hari kemudian |
(kiamat). Yang demikian itu lebih utama |

i

|

{bagimu) dan lebih baik akibatnya. %
Tinggalkan untukku dari antara kalian dua belas |
naqib (wakil) lalu Rasulullah saw. berkata kepada
kedua belas wakil tersebut : kalian adalah kafil- |
kafil (penjamin) atas kaummu sebagaimana |
orang-orang hawariyyin mengkafil Nabi Isa as. |

Mereka menjawab ya (kami sanggup).

Maka dengan rahmat Allah kamu berhati lemah
lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berhati |
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka |
menjaubkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi
mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka |
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada |
Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-
orang yang bertawakkal.

(mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan
shalat, sedang wurusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarah antara mereka dan mereka |
menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan |
kepada mereka.

BAB IV

Hukum ity tidak lain hanya bagi Allah. Dia
menyeru agar kamu jangan menyembah selain
kepada-Nya. Demikian itulah agama yang lurus,
tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Kamu ikutilah apa-apa yang diturunkan
kepadamu oleh Tuhanmu dan janganlah kamu
ikuti wali (tuhan-tuhan) selain dari pada-Nya.
Sedikit sekali di antaramu yang menerima
peringatan. i
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| Barang siapa yvang tidak berhukum dengan apa
yang diturunkan Allah, maka mereka itulah
orang-orang kafir.

Dan (bagi) orang-orang vyang menerima
(mematuhi) seruan Tuhan mereka dan mendirikan
shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarah antara mereka dan mereka
menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan
kepada mereka.

Maka dengan rahmat Allah kamu berhati lemah
lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berhati
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjaubkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi
mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-
orang yang bertawakkal.

| sebagiannya menjadi wali bagi vang lain. Mereka
menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah
| kemungkaran, mereka mendirikan shalat dan
| mengeluarkan zakat, serta patuh mengingat Allah |
 dan Rasul-Nya.

|
}Orang-orang beriman laki-laki dan perempuan,
i

Agama itu adalah nasihat. Mereka berkata bagi
' siapa, Rasulullah Saw bersabda, bagi Allah, bagi |
' Rasul-Nya, bagi kitab-kitab-Nya, bagi para |

’ pemimpin orang-orang muslim dan orang-orang
| awam di antara mereka.

;
;
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Maka dengan rahmat Allah kamu berhati lemah |
lembut kepada mereka. Sekiranya kamu berhati
keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
maatkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi
mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka
| dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah
" membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada |
- Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-
orang vang bertawakkal. |

|
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| pikiranku dan aku tidak akan meninggalkannya,

Bagaimana caranya kamu memutuskan perkara E
yvang diajukan kepadamu? “Ku  Hukumi |
(kuputuskan) dengan kitab Allah (AI-Quran),”l
Jawabnya, “Jika kamu tidak mendapatkannya di |
dalam kitab Allah, lantas bagaimana?” kata j
Rasulullah, “Dengan sunnah Rasulullah”, jika\1
kamu tidak menemukannya dalam sunnah |
Rasulullah, “Aku akan menggunakan ijtihad f
lalu Rasulullah menepuk dadanya seraya memuii, |
Alhamdulillah, Allah telah member:i taufik |
kepada utusan Rasulullah sesuai dengan apa yang |
diridhai Allah dan Rasul-Nya.
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|
|
;
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|
i
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i
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i

BABV

Sesungguhnya Allah memerintabkanmu, supaya
kamu menyampaikan (menunaikan) amanat
kepada yang memilikinya, dan jka kamu
menghukum di antara manusia, hendaknya kamu
memberikan hukuman dengan adil.
Sesungguhnya Allah sebaik-batk memberikan
pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah maha ‘
mendengar lagi maha melihat. !
Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada%
Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang |
mengurusi pekerjaan {wakil-wakil) dari kamu. ]1
!
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LAMPIRANIV

N ama

Tempat/ Tgl Lahir
Jents Kelamin
Agama

Alamat

Orang Tua

Pendidikan

KURRIKULUM VITAE

: Nurhalis

: Dasan Menak Kalijaga, 31 Desember 1976

: Laki-laki

: Islam

: Dsn. Menak, Des. Kalijaga, Kec. Aikmel, Kab. Lombok
Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB)

: Bapak, H. Abdussamad

fbu, Hj. Raodah

: SDN Menak (Lulus Tahun 1991)

MTs. NW Kalyaga (Lulus Tahun 1994)

MA Muallimin NW Pancor (Lulus Tahun 1997)
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